PERJANJIAN 

PEMBERIAN LAYANAN JASA KLIRING DAN 
PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA EFEK BERSIFAT EKUITAS
ANTARA

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

DENGAN

PT  ____________________________
_____________________________________________________________________________

Nomor: PJ-       /KPEI – AKI/

Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas ini dibuat pada hari ini ___ tanggal ____, (00-00-0000), di Jakarta (“Perjanjian”) oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Iding Pardi dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (termasuk penerus atau penggantinya yang sah untuk selanjutnya disebut sebagai “KPEI”); dan

2. PT [*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di_____, beralamat di [*], dalam hal ini diwakili oleh [*] dalam kedudukannya sebagai _____ berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT [*] (termasuk penerus atau penggantinya yang sah untuk selanjutnya disebut sebagai “Anggota Kliring Individual”).
Selanjutnya, KPEI dan Anggota Kliring Individual dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan masing-masing disebut “Pihak”.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut ini:
a.  Bahwa KPEI adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam, yang berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beralih fungsi, tugas dan wewenangnya kepada OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertujuan memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan Anggota Kliring Individual mengenai pemberian jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian atas Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Anggota Kliring Individual di Bursa Efek.

b.  Bahwa Anggota Kliring Individual adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.
c.  Bahwa sebelumnya KPEI dan Anggota Kliring Individual telah menandatangani Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat Antara PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dengan PT [*] Nomor [*] tertanggal [*] (“Perjanjian Awal”).
d.  Bahwa untuk menyesuaikan perubahan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal yang berlaku bagi Anggota Kliring Individual dan KPEI, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Awal.  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka KPEI dan Anggota Kliring Individual sepakat mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, istilah-istilah berikut dalam Perjanjian ini memiliki arti dan pengertian sebagai berikut:
1. Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 
2. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
3. Anggota Bursa Efek adalah:
a. Perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. Pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan,
yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran oleh bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya (cidera janji).
5. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut “LAPS Sektor Jasa Keuangan” adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
6. Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.
7. Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam bentuk kas atau setara kas yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 
8. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 
9. Deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
10. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal.
11. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana diatur dalam Angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008. 
12. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
13. Jaringan Kredit adalah Anggota Kliring baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
14. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
15. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
16. Masa Tenggang adalah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai adanya perselisihan;
17. Nasabah adalah nasabah Anggota Kliring;
18. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian transaksi Bursa.
19. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat “OJK” adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
20. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 
21. Perusahaan Efek Daerah yang selanjutnya disingkat PED adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/ 2019 tentang Perusahaan Efek Daerah.
22. Rekening Efek Utama Jaminan yang selanjutnya disebut “Rekening Efek Utama 004” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Anggota Kliring untuk menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada KPEI.
23. Rekening Efek Utama Serah Terima yang selanjutnya disebut “Rekening Efek Utama 002” adalah Rekening Efek Utama milik partisipan yang merupakan Anggota Kliring atau Agen Penyelesaian untuk menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau dana kepada atau dari KPEI terkait penyelesaian Transaksi Bursa. 
24. Sub Rekening Efek Jaminan yang selanjutnya disebut “Sub Rekening Efek 004” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan Nasabah untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban Nasabah.
25. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Anggota Kliring Individual bersedia menjadi Anggota Kliring KPEI dan menyatakan tunduk serta terikat pada semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPEI.
2. KPEI bersedia memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Anggota Kliring Individual sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPEI dengan ketentuan bahwa KPEI hanya bertanggung jawab untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Anggota Kliring Individual. 
3. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh KPEI dilakukan hanya kepada Anggota Kliring Individual dan didasarkan pada hasil Kliring yang dilakukan secara Netting setiap Anggota Kliring Individual yang ditetapkan dalam Daftar Hasil Kliring.
4. KPEI berwenang melarang Anggota Kliring Individual untuk melakukan Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan hasil analisis risiko penjaminan KPEI.

PASAL 3

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
1. KPEI wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemberian jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Anggota Kliring Individual berhak menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan KPEI untuk kepentingan Anggota Kliring Individual terbatas pada hal-hal yang terkait dengan pemberian jasa KPEI.

3. KPEI menyediakan laporan dan informasi kepada Anggota Kliring Individual yang bersangkutan terbatas pada hal-hal yang terkait dengan pemberian jasa KPEI.
PASAL 4

PENGENDALIAN INTERN DAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN

Anggota Kliring Individual wajib memiliki sekurang-kurangnya 6 (enam) fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek, sebagai berikut:

a. Fungsi pemasaran;

b. Fungsi manajemen risiko;

c. Fungsi pembukuan;

d. Fungsi Kustodian;

e. Fungsi teknologi informasi; 

f. Fungsi kepatuhan; dan
g. Fungsi riset (jika diperlukan).
PASAL 5
DANA JAMINAN DAN JARINGAN KREDIT
1. Anggota Kliring Individual wajib menyerahkan kontribusi awal Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebanyak 1 (satu) kali ketika mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Kliring.
2. Anggota Kliring Individual wajib menyetor uang sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setiap Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas sebagai Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali dan dibayar paling lambat pada hari penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas melalui KPEI, sebagaimana diatur dalam surat edaran OJK, dan sesuai ketentuan KPEI dan Bursa Efek. 
3. Tata cara penyetoran Dana Jaminan akan ditentukan lebih lanjut oleh KPEI dan Bursa Efek.
4. Anggota Kliring Individual wajib menerima tanggung jawab Jaringan Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI dan Peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 
PASAL 6
AGUNAN

1. Anggota Kliring Individual setuju untuk menyerahkan Agunan, dalam bentuk:

a) Dana dan/atau Efek yang ada di Rekening Efek Utama 004 dan Sub Rekening Efek 004;
b) Efek berupa Unit Penyertaan Reksa Dana;
c) Sertifikat Deposito;

d) Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank yang disetujui oleh KPEI; dan/atau
e) Saham Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa; 
f) Instrumen keuangan lainnya yang disetujui oleh KPEI dan/atau

g) Aset-aset lainnya.
2. Selain menyerahkan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Anggota Kliring Individual wajib menyerahkan Dana Minimum Kas dan saham bursa/penyertaan Anggota Bursa Efek (Seat Bursa) yang dimiliki oleh Anggota Kliring Individual yang bersangkutan kepada KPEI sebagai Agunan untuk penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.
3. Penyerahan atas Dana Minimum Kas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas akan dituangkan dalam Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada KPEI untuk dapat melakukan pengelolaan dan pencairan Dana Minimum Kas yang telah diserahkan oleh Anggota Kliring Individual.

4. Penyerahan atas Seat Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas akan dituangkan dalam Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada KPEI untuk dapat menggunakan hasil penjualan Seat Bursa dalam rangka pemenuhan kewajiban Anggota Kliring Individual kepada KPEI.
5. Dalam hal Anggota Kliring Individual menyerahkan saham Anggota Kliring sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagai Agunan, maka Anggota Kliring Individual wajib menyerahkan kuasa menjualnya.

6. Anggota Kliring Individual menjamin bahwa pemegang saham mayoritas Anggota Kliring Individual atau pemegang saham utama Anggota Kliring Individual (baik secara langsung maupun tidak langsung) bersedia dan karenanya berjanji dan mengikat diri untuk menjaminkan saham miliknya sebagai Agunan kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam peraturan KPEI dan karenanya Anggota Kliring Individual menjamin dan karenanya bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperoleh segala persetujuan yang diperlukan untuk dapat terlaksananya pelaksanaan pemberian kuasa dari pemegang saham mayoritas Anggota Kliring Individual atau pemegang saham utama Anggota Kliring Individual (baik secara langsung maupun tidak langsung) kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

7. KPEI berwenang untuk menggunakan seluruh Agunan milik Anggota Kliring Individual untuk pemenuhan kewajiban Anggota Kliring Individual dan Nasabahnya kepada KPEI. 
8. Pengikatan Agunan sebagai jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan oleh KPEI.
9. Anggota Kliring Individual berjanji dan mengikat diri untuk pada saatnya menandatangani setiap dokumen yang diminta oleh KPEI dalam rangka pengikatan Agunan sebagai jaminan penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian gadai dan pemberian kuasa kepada KPEI untuk melaksanakan segala hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Anggota Kliring Individual.
10. KPEI berdasarkan ketentuan perhitungan risikonya menetapkan nilai atas Agunan yang diserahkan oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal ini.

11. KPEI melakukan evaluasi terhadap penetapan penilaian atas Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 di atas dan membandingkan Agunan dengan total risiko secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar.

12. Anggota Kliring Individual wajib menyetor Agunan tambahan apabila nilai Agunan tersebut jatuh di bawah batas nilai Agunan yang ditetapkan oleh KPEI dan KPEI berhak menolak pesanan Transaksi Bursa Anggota Kliring Individual sampai Agunan tambahan tersebut dipenuhi.
13. Penetapan nilai atas Agunan yang diserahkan oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 di atas merupakan pedoman penentuan Batasan Transaksi yang diperbolehkan bagi Anggota Kliring Individual.
14. KPEI berwenang menolak pesanan baru Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas Anggota Kliring Individual yang mempunyai saldo negatif pada Agunan sampai saldo Agunannya positif atau Anggota Kliring Individual yang gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas kepada KPEI sampai kewajiban tersebut dipenuhi.
PASAL 7
PEMENUHAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING INDIVIDUAL
1. Anggota Kliring Individual wajib bertanggung jawab terhadap kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah.
2. Anggota Kliring Individual wajib memberikan kuasa kepada KPEI untuk melakukan pengoperasian dana dan/atau Efek yang ada di Rekening Efek Utama 004 dan Sub Rekening Efek 004 sebagai berikut:
a. Melakukan pemindahan (pendebitan dan/atau pengkreditan) Efek dan/atau dana di Rekening Efek Utama 004 dan Rekening Efek Utama 002 milik Anggota Kliring Individual berkenaan dengan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring Individual kepada KPEI atau pemenuhan hak Anggota Kliring Individual dari KPEI;

b. Melakukan pemindahan (pendebitan dan/atau pengkreditan) Efek dan/atau dana di Sub Rekening Efek 004 milik Nasabah Anggota Kliring Individual berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas Nasabah Anggota Kliring Individual;

c. Menggunakan Efek dan/atau dana di Rekening Efek Utama 004 dan Rekening Efek Utama 002 milik Anggota Kliring Individual berkenaan dengan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring Individual kepada KPEI atau pemenuhan hak Anggota Kliring Individual dari KPEI;

d. Menahan dana dan/atau Efek Anggota Kliring Individual dan/atau Nasabah Anggota Kliring Individual yang seharusnya menjadi hak terima Anggota Kliring Individual dan/atau Nasabah Anggota Kliring Individual, dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring Individual yang bersangkutan.

3. Anggota Kliring Individual wajib memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada KPEI untuk melakukan penjualan Efek-Efek yang berada dalam Rekening Efek 004 Anggota Kliring Individual baik milik Anggota Kliring Individual maupun milik Nasabah dan penjualan saham Bursa Efek milik Anggota Kliring Individual, dalam rangka pengembalian sumber keuangan yang digunakan oleh KPEI untuk Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
4. Pemberian Kuasa sebagaimana dalam ayat 2 dan 3 di atas tidak akan berakhir dengan alasan yang disebabkan oleh Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau untuk alasan lain.
5. Anggota Kliring Individual wajib memiliki Rekening Efek Utama 004 dan membuka Sub Rekening Efek 004 untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Peraturan KPEI.
6. Anggota Kliring Individual wajib menandatangani perjanjian pinjam-meminjam Efek sebagai penerima pinjaman (borrower) dengan KPEI dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.
7. Anggota Kliring Individual wajib memfasilitasi pemindahan aset Nasabahnya apabila Anggota Kliring Individual tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Anggota Kliring KPEI.
8. Apabila Anggota Kliring Individual memiliki kerjasama dengan PED, maka Anggota Kliring Individual wajib:

a. Memiliki kontrak kerjasama dengan PED yang isi kontrak kerjasamanya sekurang-kurangnya sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah;
b. Bertanggungjawab secara penuh atas penyelesaian Transaksi Efek yang dilakukan oleh PED sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
c. Bertanggungjawab secara penuh atas pemberian trading limit dan nilai risk charge terhadap PED; dan
d. Melaporkan kepada KPEI setiap dilakukannya penambahan, pengurangan dan/atau penghentian kerjasama dengan PED.
PASAL 8
PROSEDUR PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA 

1. Anggota Kliring Individual dinyatakan gagal memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas apabila Anggota Kliring Individual tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya untuk menyelesaikan Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan waktu dan cara yang telah diatur dalam peraturan KPEI.
2. Dalam hal terjadi kegagalan oleh Anggota Kliring Individual dalam memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas, KPEI berwenang menggunakan seluruh sumber keuangan dalam rangka menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Anggota Kliring Individual wajib mengembalikan seluruh sumber keuangan yang digunakan KPEI untuk menanggulangi kegagalan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring dalam rangka KPEI menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
4. Dalam hal pengembalian setiap sumber keuangan oleh Anggota Kliring Individual yang gagal melaksanakan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas, maka KPEI berwenang untuk melakukan:
a. Permintaan setoran dana dan/atau menggunakan sumber  keuangan Anggota Kliring Individual yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas yang berada di bawah penguasaan KPEI paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini;

b. Penjualan Efek dalam Rekening Efek Utama 004 Anggota Kliring Individual paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan;
c. Permintaan pencabutan keanggotaan Bursa Efek Anggota Kliring Individual diikuti dengan penjualan saham Bursa Efek dan/atau penjualan saham pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama Anggota Kliring Individual paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan; dan
d. Pengajuan permohonan pailit terhadap Anggota Kliring Individual paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah penggunaan sumber keuangan diikuti dengan likuidasi atau penjualan aset Anggota Kliring Individual.

5. KPEI dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf (a) dan (b) di atas pada Hari Bursa yang sama saat penggunaan sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

6. Anggota Kliring Individual dengan ini setuju untuk mengganti rugi, membela dan membebaskan KPEI dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan, tanggung jawab ongkos, penyelesaian, penalti, dan biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan tindakan, proses, arbitrase, panggilan pengadilan, tuntutan atau permintaan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap KPEI sehubungan dengan pelaksanaan Ayat 4 di atas.
7. Anggota Kliring Individual wajib bekerjasama dan memberikan informasi yang diperlukan KPEI dalam setiap proses dan tahapan penanggulangan kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa. 
PASAL 9
BIAYA LAYANAN JASA

Anggota Kliring Individual wajib membayar biaya layanan jasa yang meliputi biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada KPEI yang jumlah dan tata cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPEI.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN
Anggota Kliring Individual, dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada KPEI bahwa selama Perjanjian ini berlangsung :

1. Anggota Kliring Individual memiliki hak, wewenang dan kekuasaan penuh untuk menandatangani serta melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Anggota Kliring Individual. 
2. Anggota Kliring Individual dengan ini membebaskan KPEI sepenuhnya dari setiap bentuk risiko dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh adanya gugatan dan/atau tuntutan, yang diajukan oleh pihak-pihak lain yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat dari adanya perjanjian, kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh Anggota Kliring Individual dengan Nasabahnya dan/atau pihak lainnya.
3. Anggota Kliring Individual menjamin bahwa dana dan/atau Efek yang digunakan sebagai Agunan tidak bersumber dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berikut segala perubahannya dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan bukan untuk tujuan melanggar hukum.

PASAL 11
PEMERIKSAAN KEPATUHAN ANGGOTA KLIRING INDIVIDUAL
1. KPEI berwenang melakukan pengawasan terhadap Anggota Kliring Individual dalam rangka mengetahui pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan fungsinya terhadap peraturan termasuk jika terdapat indikasi pelanggaran oleh Anggota Kliring Individual terhadap Peraturan KPEI. 
2. Anggota Kliring Individual wajib memberikan persetujuan kepada KPEI untuk memperoleh data, informasi dan/atau dokumen yang dianggap perlu oleh KPEI mengenai informasi terkait aktivitas Transaksi Bursa dalam rangka pengawasan oleh KPEI. 
3. Anggota Kliring Individual wajib memberikan data, informasi dan/atau dokumen serta keadaan keuangan, kegiatan, dan manajemen Anggota Kliring Individual yang berkaitan dengan persyaratan keanggotaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPEI.
4. Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di atas, Anggota Kliring Individual wajib bekerjasama dengan baik dan mengizinkan KPEI dan/atau pihak lain yang ditunjuk KPEI untuk melakukan pemeriksaan di tempat/kantor Anggota Kliring Individual.
5. Anggota Kliring Individual menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan semua data, informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada KPEI dalam memenuhi persyaratan keanggotaannya pada KPEI maupun data, informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian jasa-jasa KPEI sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

PASAL 12
SANKSI

Selain tindakan-tindakan hukum lain yang tersedia, KPEI dapat memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring Individual terhadap isi Perjanjian ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPEI.
PASAL 13
JANGKA WAKTU 

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut telah berakhir dan/atau Anggota Kliring Individual tidak mengajukan secara tertulis dan sukarela pengunduran diri sebagai Anggota Kliring Individual ataupun KPEI tidak mencabut status keanggotaannya, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan langsung diperpanjang tiap tahunnya.
PASAL 14
TIDAK DAPAT DIALIHKAN

Perjanjian ini demikian pula kewajiban-kewajiban Anggota Kliring Individual sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan oleh Anggota Kliring Individual kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KPEI.

PASAL 15

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Para Pihak mengetahui bahwa Perjanjian ini dan setiap informasi yang terdapat di dalam Perjanjian ini atau informasi yang diperolehnya dari pelaksanaan Perjanjian ini mengenai atau terkait dengan Pihak lainnya yang dinyatakan dengan tegas dengan ‘rahasia’ atau kata-kata lainnya yang memiliki makna yang sama dengan rahasia, termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal bidang usaha Pihak lainnya atau data yang diperoleh dari Pihak lainnya tersebut merupakan informasi rahasia.

2. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia tersebut dan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya terlebih dahulu dari Pihak lainnya, membukanya kepada pihak ketiga manapun untuk maksud apapun selain dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini. Kewajiban kerahasiaan ini akan terus mengikat bagi Para Pihak walaupun Jangka Waktu Perjanjian atau Perjanjian ini telah berakhir.
3. Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku bagi informasi rahasia yang sudah diketahui oleh umum dan bukan dikarenakan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan oleh Pihak penerima informasi rahasia, atau telah diketahui oleh Pihak penerima informasi rahasia dari pihak ketiga yang tidak ada kewajiban mengenai kerahasiaan, atau diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pengadilan, Pemerintah atau otoritas publik yang berwenang di Negara Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas di dalamnya OJK. Apabila Pihak yang menerima informasi rahasia diperintahkan oleh Pengadilan, Pemerintah atau otoritas publik yang berwenang, kecuali OJK, untuk mengungkapkan informasi rahasia, maka Pihak yang menerima informasi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak yang memberikan informasi agar Pihak yang memberikan informasi dapat melakukan upaya keberatan kepada Pengadilan, Pemerintah atau otoritas publik yang berwenang tersebut. Dalam hal OJK menjalankan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan kepada KPEI maka Para Pihak sepakat pengungkapan terhadap informasi rahasia terkait dengan Perjanjian ini tidak memerlukan pesetujuan tertulis Pihak lainnya terlebih dahulu.
4. Tidak ada pengumuman, press release, pemberitahuan atau edaran mengenai informasi rahasia yang terdapat di dalam Perjanjian ini yang akan dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak lainnya. Persetujuan ini tidak boleh ditunda-tunda atau ditolak tanpa alasan yang wajar.
5. Pihak yang menerima informasi rahasia dapat melakukan pengungkapan informasi rahasia kepada karyawan, subkontraktor, konsultan atau auditornya yang terlibat dalam Perjanjian ini semata-mata dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak-pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya seperti kewajiban Para Pihak dan Pihak yang melakukan pengungkapan informasi rahasia akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila pihak-pihak tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.
6. KPEI, sewaktu-waktu, berhak dan dapat meminta Anggota Kliring Individual untuk menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan yang terpisah dari Perjanjian ini dan Anggota Kliring Individual beserta karyawan Anggota Kliring Individual yang terlibat dalam pekerjaan wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan tersebut.
7. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat Anggota Kliring Individual meskipun Perjanjian ini telah berakhir sampai dengan informasi rahasia tersebut menjadi milik umum (public domain).
8. Apabila Anggota Kliring Individual melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan mengenai informasi rahasia, maka KPEI berhak untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Anggota Kliring Individual atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring Individual tersebut, KPEI berhak menuntut adanya rehabilitasi terhadap Informasi Rahasia KPEI.
PASAL 16
FORCE MAJEURE
1. KPEI tidak bertanggung jawab kepada Anggota Kliring Individual dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban KPEI karena akibat langsung dari Force Majeure sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang yang berlaku atau sebab lainnya di luar kemampuan atau kekuasaan KPEI.
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.
3. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, kejadian mana adalah kejadian-kejadian di luar kuasa manusia yaitu terorisme, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, kerusakan sistem utama komputer KPEI pada perangkat keras atau perangkat lunak, wabah penyakit dan lain-lain yang sejenis dengan itu.
PASAL 17
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis kepada pihak lainnya bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Salah satu pihak diajukan pailit oleh OJK; dan/atau
b. Salah satu pihak dinyatakan  pailit oleh pengadilan; dan/atau
c. Salah satu pihak disita seluruh asetnya oleh negara; dan/atau
d. Salah satu pihak dalam proses pembubaran atau likuidasi; dan/atau
e. Izin usaha salah satu pihak dicabut atau sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Anggota Kliring Individual tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring KPEI sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan KPEI.
b. Anggota Kliring Individual tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
c. Salah satu Pihak mengajukan permohonan secara sukarela untuk mengakhiri Perjanjian sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Kondisi-kondisi lain, sepanjang disepakati oleh Para Pihak.

3. Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, pihak tersebut harus segera dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah kejadian tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai kejadian tersebut.
4. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka pihak yang memutuskan Perjanjian dibebaskan dari semua gugatan atau tuntutan hukum apapun yang timbul sebagai akibat pemutusan Perjanjian tersebut.
5. Meskipun Perjanjian ini telah berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas, Para Pihak tetap wajib untuk memenuhi kewajibannya masing-masing kepada pihak yang lain berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Negara Republik Indonesia, mengenai persyaratan berakhirnya Perjanjian ini melalui keputusan Pengadilan.
PASAL 18
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI harus disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, surat elektronik atau faksimili ke alamat tersebut di bawah ini atau alamat lain yang akan diberitahukan oleh KPEI kepada Anggota Kliring Individual:

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon
: 021-5155115

Faksimili
: 021-5155106
E-mail

: unit.kea@idclear.co.id
U.p

: Divisi Keanggotaan dan Pengembangan Pasar – Unit Keanggotaan
PT _____________________
Jl. _____________________
________________________
Telepon
: __________
Faksimili
: __________
E-mail

: __________

U.p

:
2. Pemberitahuan atau pengumuman oleh KPEI kepada Anggota Kliring Individual dapat dilakukan melalui laman situs KPEI dan/atau melalui surat elektronik dan/atau secara tertulis yang disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, atau faksimili ke alamat terakhir Anggota Kliring Individual yang tercatat pada KPEI.

PASAL 19
PERATURAN DAN KETENTUAN KPEI
1. Anggota Kliring Individual wajib mengetahui, memenuhi dan melaksanakan serta tunduk dan terikat pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berikut perubahannya.
2. Anggota Kliring Individual yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Kliring Individual sebagaimana ditetapkan oleh KPEI akan dicabut keanggotaannya sebagai Anggota Kliring KPEI.
3. KPEI sewaktu-waktu dapat mengubah peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI atas persetujuan OJK dan atas perubahan tersebut KPEI wajib memberitahukan kepada setiap Anggota Kliring Individual.

PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaanya, maka:
1. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut (“Masa Tenggang”), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan dan acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya beserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; 

b.
arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang Pasar Modal; 

c.
masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter. penunjukan Arbiter dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai peraturan dan acara Arbitrase; 

d.
kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase selambat-lambatnya dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai peraturan dan acara Arbitrase; 

e.
apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat 3 huruf d Perjanjian ini telah lewat dan tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan dan acara LAPS Sektor Jasa Keuangan; 

f.
Majelis Arbitrase akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran menurut hukum Indonesia serta maksud dan tujuan Perjanjian ini; 
g. Putusan Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan Putusan Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan tersebut di pengadilan manapun juga; 
h. Untuk melaksanakan Putusan Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; 
i. Semua biaya yang muncul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak; 
j. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini  akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut. 
PASAL 21
HUKUM YANG BERLAKU
Hukum yang berlaku atas Perjanjian ini adalah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
PASAL 22
LAIN-LAIN
1. Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian Awal terhitung sejak tanggal Perjanjian ini. Pengakhiran ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Awal yang masih belum dipenuhi oleh Pihak tersebut.
2. Dalam hal terjadi pengambilalihan, peleburan, atau pemisahan yang melibatkan salah satu Pihak, maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan pengambilalihan, peleburan, atau pemisahan, selama belum dilakukan pembaharuan atas Perjanjian ini. 
3. Perjanjian ini tidak dapat ditambah maupun diubah kecuali dibuat dalam suatu dokumen tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak. Para Pihak juga menegaskan bahwa ketentuan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dilepaskan atau dilanggar kecuali dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian antara KPEI dengan Anggota Kliring Individual serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini. 

	KPEI

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK

INDONESIA
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Direktur Utama


	ANGGOTA KLIRING INDIVIDUAL
PT  ………………………………….
Meterai Rp10.000

Nama

Jabatan
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